Social
Investment
Indonesia

RALN 12 Gsaem
& ‘= THEGLOBALGOALS |l
Zypua ¥ ForSustainable Development m

an
g 16 | 17 e

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan untuk

Pembangunan Sulawesi
Tengah yang Berkelanjutan

Jalal
Disampaikan pada lokakarya “Tata Kelola Program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Perusahaan untuk Mewujudkan Masyarakat Sejahtera
dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”
Palu, 25 November 2021

ional Rep
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

https://socialinvestment.id/



Social
Investment
Indonesia

AGENDA

DEVELOPMENT 1. Pengertian CSR, Pembangunan
Berkelanjutan dan SDGs

G sm"A LS
N

“a’

% v

A

2. Kontribusi Perusahaan atas SDGs
3. Keniscayaan Kemitraan dan
Transparensi

4. Masukan Umum untuk Raperda TJSLP
Masukan Detail untuk Raperda TJSLP

Penutup

https://socialinvestment.id/



" Definisi Tanggung Jawab Sosial
(1SO, 2010)

“Responsibility of an organization for the impacts
of its decisions and activities on society and the
environment, through transparent and ethical
behaviour that contributes to sustainable
development, health and the welfare of society;
takes into account the expectations of
stakeholders; is in compliance with applicable
law and consistent with international norms of
behaviour; and is integrated throughout the
organization and practiced in its relationships.”

(ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility)

https://socialinvestment.id/



Definisi Pembangunan Berkelanjutan
(WCED, 1987, Griggs, dkk., 2013)

NEW PARADIGM "Sustainable development is development that
Earih’s life- meets the needs of the present without
support system compromising the ability of future generations

to meet their own needs.” (WCED, 1987)

“Development that meets the needs of the
present while safequarding Earth’s life-support
system, on which the welfare of current and
future generations depends.”

(Griggs, et al., 2013)

Society
Economy ,

https://socialinvestment.id/
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SDGs: Panduan Pembangunan

Berkelanjutan2016 - 2030
(UN, 2015; Rockstrom dan Sukhdey, 2016)
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1ISO 26000:2010 Guidance on Social
Responsibility (1So, 2010)
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Jalan Kontribusi Bisnis

terhadap SDGs
(Nelson, Jenkins, Gilbert, 2015)

\“.‘ERNATIONAL En
-

WORKPLACE

Companies in all industry
sectors can respond

to these drivers—

thereby achieving both
business benefits and
development impact—in
three different ways:®

1. Core business 2. Social investment 3. Public advocacy and policy
dialogue

https://socialinvestment.id/
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Bisnis Inti, Investasi Sosial, Advokasi

Publik dan Dialog Kebijakan
(Nelson, Jenkins, Gilbert, 2015)

* Bisnis Inti: mengetahui seluruh potensi dampak negatif dan
positif atas Tujuan dan Target SDGs; memastikan bahwa dampak
negatif seluruh proses bisnis telah dihindari, diminimisasi,

' BUSlNESS ‘ direstorasidan dikompensasi; memaksimumkan dampak positif.
‘ CAI-I- TO . * InvestasiSosial: membantu pemangku kepentingan untuk

mencapai Tujuan dan Target SDGs; mendukung bisnis inti lewat
beragam inisiatif dengan masyarakat; meningkatkan manfaat
operasional, reputasional, dan finansial bagi perusahaan.

* AdvokasiPublik dan Dialog Kebijakan: meningkatkan
pengetahuan dan sikap pemangku kepentingan atas Tujuan dan
Target SDGs; mendorong kebijakan yang konsisten dengan logika
keberlanjutan dan kondusif untuk pencapaian SDGs.

https://socialinvestment.id/



Integrasi SDGs ke Undorsaning
o ! y @)
dalam Bisnis, Investasi &

Sosial, dan Advokasi

melalui SDG Compass
(GRI, UNGC, dan WBCSD, 2015)

Step 04
Reporting & Integrating
communicating <
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Panduan Kemitraan Multipihak untuk

SDGs

{Zg United
Nations
PANDUAN KEMITRAAN MULTIPIHAK THE SDG

untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan PARTNERSHIP
Berkelanjutan di Indonesia GUIDEBOOK

A practical guide to
building high impact
multi-stakeholder
partnerships for the
Sustainable Development
Goals

Nasional Republik Indonesia/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

2019

https://socialinvestment.id/

@

pm
PARTNERING
INTIATIVE

PARTNERSHIP
ACCELERATOR
2030 AGENDA
‘FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

SDGs (dan Kesepakatan Paris) adalah pengikat seluruh
tujuan keberlanjutan di seluruh negara.

Berbeda dengan MDGs, SDGs bukanlah tanggung jawab negara
(pemerintah) saja, melainkan seluruh pemangku kepentingan—
termasuk perusahaan.

Kemitraan untuk pencapaian SDGs, karenanya, merupakan
bentuk regulasi (lunak) atau panduan yang paling banyak
dibentuk di seluruh dunia sejak 2015.

Bappenas telah mengeluarkan Panduan Kemitraan Multipihak
pada bulan Mei 2019. Panduan ini seharusnya diimplementasikan
secara konsisten oleh pemerintah pusat dan daerah di Indonesia—
dan menjadi salah satu panduan paling penting bagi perusahaan
untuk melaksanakan CSR-nya bersama dengan para pemangku
kepentingan.

Di level global, panduan kemitraan untuk SDGs baru diluncurkan
di tahun 2020, satu tahun setelah Indonesia memilikinya.
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Penyelarasan CSRdan SDGs di

Indonesia: Peran RAD SDGs untuk
Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

CSR adalah kontribusi perusahaan untukmencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan. Pada periode 2016-2030,
tujuan tersebutdiformulasikan ke dalam Sustainable
Development Goals (SDGs). Dengan demikian, tujuan CSR
padadasarnyaadalah berkontribusiuntuk mencapaiSDGs.

Setelah Perpres SDGs (Juli 2017), dan RencanaAksi
Nasional (RAN) SDGs (Juni 2018), Pemerintah
meluncurkan Peta Jalan SDGs (Oktober 2019).

Baru sebagian daerah yang menyelesaikan Rencana Aksi
Daerah (RAD) SDGs. Padahal, RAD SDGs adalah alat
terpenting untuk penyelarasan CSR dan pembangunan
daerah berkelanjutan.

Sulawesi Tengah adalah salah satu provinsiyang beruntung
telah memiliki RAD SDGs dan sudah seharusnya
memanfaatkannya dalam mengatur peran perusahaan dalam
pembangunandaerah.

https://socialinvestment.id/
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Kementerian PPN/

Bappenas

24 PERATURAN GUBERNUR TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH SDGS

Sesuai amanat Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan, selaku Wakil Pemerintah Pusat, para gubernur bersama bupati/wali kota
dengan melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak
terkait lainnya menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang berfungsi sebagai
pedoman pelaksanaan SDGs lima tahunan.

Daftar provinsi yang sudah memiliki
Peraturan Gubernur tentang RAD SDGs:

1. Aceh 9. Jawa Timur 17. Nusa Tenggara Barat
2. Sumatra Barat 10. Kalimantan Utara 18. Nusa Tenggara Timur
3. Riau 11. DKl Jakarta 19. Sumatra Selatan

4. Bengkulu 12. Kalimantan Selatan ~ 20. Sulawesi Tengah

5. Lampung 13. Kalimantan Timur 21. Sulawesi Utara

6. Jawa Barat 14. Sulawesi Selatan 22. Kalimantan Tengah
7. Jawa Tengah 15. Gorontalo 23. Kepulauan Riau

8. DI Yogyakarta 16. Bali 24. Jambi

’\%y‘ www.bappenas.go.id humas@bappenas.go.id f Kementerian PPN/Bappenas >

(8
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Raperda TISLP Sulawesi Tengah:
Komentar Umum

* Definisi TISLP, walaupun mirip, tidak benar-benar sama dengan
CSR—terutama karena tujuan ‘pembangunan ekonomi
berkelanjutan” ambigu maknanya.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR TAHUN 2019

* Tidak menyebutkan kontribusi terhadap pembangunan
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN be rke I a nj uta n se ba ga I t uj uan nya .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan > Ti d a k m e ruj u k p a d a Tuj u a n Pe m ba n g u n a n B e r ke I a nj uta n (TP B a ta u

kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan

o . GRSt s B el SDGs) sebagai panduan arah dan pelaksanaan.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang

dan/atau berkitan dengan Sumber Daya Alam wajib * Tidak secara tegas merujuk pada regulasi terkait TPB di tingkat

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

nasional (Perpres, RAN, dan Peta Jalan) maupun daerah (RAD)—

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan . . .
Perusabaan; selain banyak regulasi lainnya.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

e peneran e Unang s N2 |0 Absennya pembangunan berkelanjutan, SDGs, dan beragam regulasi

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

di bah Und -undsa Ni 47 Prp Tah M M M M H M M

O o P e T e terkait SDGs membuat raperda ini memiliki ruang perbaikan yang sangat
Utara — Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan —
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1904 Nomor 75 menjadi Undang Undang_ Lembaran luas, bila ingin efektif mengatur peran perusahaan dalam pembangunan
daerah yang berkelanjutan.

—

Mengingat  :

N

https://socialinvestment.id/
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Pelaksanaan TISLP dalam Raperda

* CSR seharusnya berlaku untuk seluruh perusahaan,

dari sektor dan ukuran apapun. Penekanan TJSLP
pada sektor yang ‘berkaitan dengan sumberdaya
alam’ menegaskan perbedaan TJSLP dengan CSR;
selain bermasalah karena frasa tersebut ambigu
lantaran sesungguhnya tak ada sektor yang tidak
berkaitan dengan sumberdaya alam.

* ‘..sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia

usaha’ menjadi membingungkan karena raperda
tidak menyebutkan prinsip atau merujuk pada
dokumen tertentu yang spesifik. (Catatan: ISO 26000
menyatakan ada 7 prinsip tanggung jawab sosial
yang dapat dirujuk.)

* ‘mempertimbangkan usulan masyarakat’ perlu lebih

ditegaskan, terutama lewat mekanisme yang
dibakukan agar masyarakat tidak kehilangan haknya
atas perusahaan.

https://socialinvestment.id/

Pasal 3

(1) Pelaksana TJSLP yaitu perseroan yang bidang usahanya
berkaitan dengan sumber daya alam.

Selain Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
perusahaan lain dapat melaksanakan TJSLP sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

(1)

Pasal 4

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan wajib:

a.

. menumbuhkan,memantapkan dan

menyusun, menata, merancang dan melaksanakan
kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab
sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan
pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
mengembangkan
sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak
lain;

. melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan
perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan
kelestarian lingkungan; dan

. mempetimbangkan usulan masyarakat.
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(4)

(9)

(6)

Sanksi atas Pengabaian

Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembatasan kegiatan usaha;

c. pembekuan kegiatan usaha dan pembekuan fasilitas
penanaman modal; dan

d. pencabutan kegiatan usaha dan pencabutan fasilitas
penanaman modal.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian

administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

sanksi

https://socialinvestment.id/

e Studi Darmawan (2021) menyebutkan bahwa

perda terkait CSR banyak yang tidak bisa dikenai
sanksi karena ketidakjelasan apa yang menjadi
kewajiban perusahaan, dan bentuk- bentuk
pelanggaran yang dimaksud. Di sisi lain, regulasi
pemerintah pusat dan daerah lainnya yang lebih
jelas malah tidak dipergunakan untuk
memastikan akuntabilitas perusahaan.

Raperda TIJSLP ini berpotensi menjadi tidak bisa
ditegakkan sanksinya karena memiliki problema
yang serupa.

Ketidakjelasan ini berpotensi bisa menjadi moral
hazard dan celah untuk melakukan tindakan
koruptif di antara perusahaan dan pengawasnya—
yang mengorbankan kepentingan masyarakat dan
kelestarian lingkungan.
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a. bina lingkungan dan sosial;

b. kemitraan usaha kecil dan koperasi; dan
P ro ra m TJ S L P c. program langsung pada masyarakat.
(2) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan

kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh
keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha, dan

* Pasal 5—7 mengatur jenis-jenis program yang dilaksanakan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

dalam TJSLP namun sama sekali tidak menegaskan kinerja P I ... MU
_ . . . dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan
minimal seperti apa yang haru ditunjukkan oleh program yang bertujian mempertahankan _fungsi
L. . . . ingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi
perusahaan. Hal ini membuat pasal tentang sanksi menjadi ) bentanlehesung kepada masyarakat penerim, - vana
. . dimaksud pada ayat (1) meliputi bina lingkungan fisik, bina
SUI't d|te ra pkan. Engkunganp sociajll, tdan bing ltingkungag usagha kecil dan

operasi.

e Perhatian khusus seharusnya diberikan terhadap aspek —

. . (1) Program kemitraan usaha kecil dan koperasi sebagaimana
lingkungan, terutama karena TJSLP dikesankan terutama dimaksud dalam Pasal 5 avat () huruf b rg{e?upagan
program untu menumbuhkan, meningkatkan an
untuk perusahaan di industri ekstraktif serta yang e o, &

meliputi aspek kegiatan :
penelitian dan pengkajian kebutuhan;
penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;

berbasis lahan.
pelatihan dan pendampingan berwirausaha;

* Frasa ‘memperhatikan kepatutan dan kewajaran’ telah R e -l s Sen, et BRI
pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan

menjadi sumber perdebatan sejak UUPT dan PP 47/2012 mutu produk dan disain, kemasan, pemasaran,

aoop

o

jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi
sehingga sebaiknya dibuat lebih tegas, apalagi tidak jelas g e e, ooes  selbmen s
. . . roduktifitas; dan
mana perundangan yang dirujuk. (Catatan: baik UUPT g mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

maupun PP 47/2012 tidak memberikan petunjuk yang Pasal 8

. . Program langsung pada masyarakat sebagaimana
Ieb| h JeIaS) dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ dapat diberikan
oleh Perusahaan kepada masyarakat dengan
memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan

ketentuan dalam perundang-undangan.

https://socialinvestment.id/
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Bentuk Penerimaan

BAB IV

BENTUK PENERIMAAN
Pasal 9

(1) Bentuk  penerimaan jawab sosial

perusahaan berbentuk :

tanggung

a. Pendanaan ; dan/atau
b. Barang

(2) Bentuk penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, maka wajib dimasukkan dalam kas
daerah ;

(3) Bentuk penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, maka wajib masuk dalam barang
milik daerah.

https://socialinvestment.id/

Pasal 9 menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan
diwajibkan untuk bertanggung jawab melaksanakan
TISLP (Pasal 5-7) ataukah perusahaan menyerahkan
dana dan barang ataukah keduanya?

Pemberian dana dan barang dari perusahaan kepada
pemerintah daerah perlu dilaksanakan sesuai dengan
seluruh regulasi yang ada.

Terdapat banyak sekali kasus korupsi dan gratifikasi di
antara perusahaan dengan aparat pemerintah yang
disandarkan pada ketentuan yang tidak jelas; sehingga
disarankan untuk berkonsultasi dengan KPK untuk
formulasi yang tepat, terutama untuk melindungi
seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan TJSLP.

Berbagai ‘perda CSR’ telah dibatalkan oleh Pemerintah
Pusat karena mengandung ketentuan yang tidak tepat
tentang pemberian/penerimaan uang dari perusahaan.
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ForumPelaksanaanTJSLP

Dalam perkembangan CSR, forum sangatlah
banyak manfaatnya terutama untuk belajar,
koordinasi kegiatan yang membutuhkan
sumberdaya bersama, penghindaran duplikasi
kegiatan, dan penegakan akuntabilitas.

Disarankan agar pasal tentang pembentuka forum
ini diperkuat, terutama dengan ketentuan tentang
tujuan, keanggotaan, dan mekanismenya.

Peran serta masyarakat (termasuk organisasi
masyarakat sipil yang bergerak di bidang social
dan lingkungan) di dalam forum benar-benar
perlu dipastikan, sehingga perlu diatur dengan
lebih kuat—termasuk untuk kepentingan checks
and balances.

https://socialinvestment.id/

Pasal 10
(1) Perusahaan dapat membentuk Forum Pelaksana
TJSLP dalam pelaksanaan program TJSLP secara
terencana terpadu, harmonis dan efisien.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya
Forum Pelaksana TJSLP.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program
skala  prioritas sebagai bahan dalam perencanaan
program TJSLP kepada Forum Pelaksana TJSLP.

(2) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana,
pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari masing-masing
perusahaan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Pemerintah  Daerah  menyampaikan laporan
pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12
Dalam menyusun perencanaan program  TJSLP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
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Pasal 15

(1) Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan
hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas
berbasis kerakyatan = dialokasikan dari sebagian
keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari
mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

(2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya
di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan TJSLP dengan biaya yang
dianggarkan dan  diperhitungkan sebagai biaya
perusahaan dengan memperhatikan wukuran usaha,
cakupan pemangku kepentingan dan kinerja
keuangannya.

Pasal 16
(1) Pemerintah Kabupaten/Kota yang di wilayahnya tidak
terdapat perusahaan atau terdapat perusahaan namun
dalam jumlah terbatas sehingga tidak memiliki, atau
memiliki program TJSLP yang sangat kecil dapat
mengajukan usulan program TJSLP kepada perusahaan
atau Forum Pelaksana TJSLP dengan tembusan kepada
Gubernur.

https://socialinvestment.id/

Pembiayaan TISLP

* Pada pasal 15 dinyatakan soal penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, namun raperda ini tidak merujuk
pada UU Kesejahteraan Sosial juga UU Penanganan Fakir
Miskin; juga menyebutkan tentang pemulihan fungsi
lingkungan, namun tidak merujuk pada UU PPLH.

* Penyebutan alokasi dari keuntungan bersih
perusahaan bersifat problematik—mengingat
sesungguhnya perusahaan harus menjalankan
tanggung jawab sosialnya dalam kondisi keuangan
seperti apapun. (Catatan: CSR sesungguhnya sudah
dinyatakan para pakar sebagai before-profit atau
bersifat investasi sejak 1995).

* Sebenarnya, jauh lebih strategis mengatur kinerja
minimal sosial dan lingkungan perusahaan
daripada mengatur inputnya, apalagi sekadar
sumberdaya finansialnya.
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Penutup

“There is NO CORRELATION (and sometimes even an inverse correlation!) between the amount

of money a company spends on community projects and the quality of its relationship with the
community.” (Zandvliet dan Anderson, 2009)

e Ada banyak regulasi dalam pengelolaan sosial dan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam menyusun
perda agar tidak menimbulkan komplikasi regulasi dan beban berlebihan bagi perusahaan dan
pemerintah daerah.

* Kajian menyeluruh atas seluruh kewajiban perusahaan yang berlaku umum (untuk seluruh perusahaan) dan
yang berlaku sektoral sangat diperlukan untuk memastikan perda yang benar- benar komprehensif dalam
mendorong kinerja sosial dan lingkungan perusahaan yang memadai. Ketersediaan kompendium kewajiban
sosial dan lingkungan perusahaan akan sangat bermanfaat.

* Pengaturan soal sumberdaya finansial sebaiknya dihindari, atau dilakukan dengan sangat hati-
hati, dengan melibatkan KPK untuk memastikan formulasi yang tepat dan aman.

* Pemanfaatan Panduan Kemitraan dan RAD SDGs Sulawesi Tengah sebagai platform kerjasama
pembangunan berkelanjutan perlu dieksplorasi, karena merupakan peluang terbaik untuk memastikan
peran perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain secara optimal.

https://socialinvestment.id/
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